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KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG

NOMOR 10/ KPMPTSE/IPLE/II /2015

TENTANG

PEMBERIAN [ZiN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DHARMA

Menimbang

Mengingat

WANITA KALIMBEUA
BUPATI ENREKANC,

bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Operasional
lLembaga Pendidikan Non Formal dard Rusni Riang,
S.Fd.l Nemor -, tanggal 24 Desember 2014, setelah
diteliti oleh Tim Teknis telah sesuail dengan ketentuan
perundang-undangarn;

bahwa Lembaga Pendidikan Non Formal Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD)| sebagaimana dimaksud pada
huruf a, telah menyelenggsrakan Program Kegialan
sehingga perlu diberikan izin operasional:

bahwa  berdasarkan  pertimbangan Sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Envekang

Undang-Undang Nomor 29 Tzhun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tkl di Sulawes (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomer 84
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 23 Tshun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42335)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomer 35 Tahun 2014 teniang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik |ndonesia Tahun
2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 297,

Undang-1Indang Nomor 20 Takhun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



Memperhatikan

El

)
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesiz Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik ITndonesia Nomor
5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasiomal Pendidikan {(Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor 41, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Mentern Pendidikan Nasional Nomor 58
Tahun 2009 rentang Standar Pendidikan Anak Usia
Dini;

Peratuaran Bupati Enrekang Nomor 14 Tahun 2014
fentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan
dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Enrekang,

Petunjuk Teknis Penyvelengsaraan Kelompok Bermain
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Monformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan
hebudayaan Tahun 2012;

Petunjuk Teknis Penvelenggaraan Taman Kanak-Kanak
Direktorat Pembinaan Ansk Usia Dini Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan
Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
tahun 2012;

Fekomendas: Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupater Enrekang Nomor
301 /DISDIKBUD/11/2015, tanggal 10 Februari 20135,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non
Hormal kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK
Dharma Wanita Kalimbua Desa Bontongan Kecamatan
Baraka = Kabupaten Enrekang.

remegang  lzin walibh  mematuhi  segala ketentuan
sebagaimana vang lerdapat pada Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Kelompok Bermain dan Petunjuk Teknis
Penivelenggaraan Taman kanak-Kanak Direktorat
FPernbinaan Anak Usia Dini, Nonformal dan  Informal
hementerian Pendidikan dan Kebudavaan Tahun 2012.

P-:l.anggﬁran terhadap ketentuan sebagimana dimaksud
diktum KEDUA diberikan sanksi berupa pencabutan izin.

Masa berlakunya lzin Operasional dimaksud diktum
KESATU selama 3 (tiga) tahun rerhitung mulai tanggal
dirertapkannya keputusan ini

heputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian har ternyata
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Enrekang
pada 1anggal 26 Februari 2015

dir shi" 3
0 ! Faraf.-Tgf

Tembusan Kepada Yih-

1. Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Enrckang,

2. Camat Barzka

3. Kepala Des:. Bontongan

4. ATsIp
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